
  
 

 
 

 

 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN  WALIKOTA  BATU 
 

NOMOR 29 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PETUNJUK PEMBERIAN, PENATAUSAHAAN, DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK 

PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA NONALAM WABAH 
PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 

  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BATU, 

 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan hasil kajian situasi lapangan 

yang menunjukkan adanya peningkatan eskalasi 

prevalensi pandemic Corono Virus Disease 2019 dan 

menyebabkan terganggungnya kehidupan dan 

penghidupan masyarakat; 

b.  bahwa untuk melakasanakan ketentuan  Romawi V 

angka 25 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 dan sehubungan 

ditetapkan status tanggap darurat sebagaimana 

Keputusan Walikota Batu Nomor: 

188.45/103/422.012/2020 tentang Status Keadaan 

Darurat Bencana nonalam Nonalam Wabah Penyakit 

Akibat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota 

Batu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Walikota Batu Nomor: 188.45/116/422.012/2020;  

c.  bahwa dalam rangka percepatan penanganan 

Corona Virus Disease 2019 diperlukan langkah-

langkah cepat, tepat, terpadu, dan sinergi antar 

seluruh SKPD; 

d. bahwa berasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,   

perlu  menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Petunjuk Pemberian, Penatausahaan, dan 

Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga 

Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana 

SALINAN 
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Nonalam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus 

Disease 2019; 

Mengingat      : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91), Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  

perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5697); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana nonalam; 

7. Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017 Nomor  

73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

Nonalam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4828); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 

tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan 

Bencana nonalam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020;  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana nonalam Nomor 6.A Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status 

Keadaan Darurat Bencana nonalam; 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan    :  PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG  PETUNJUK 

PEMBERIAN, PENATAUSAHAAN, DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA TIDAK 

TERDUGA UNTUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT 
BENCANA NONALAM WABAH PENYAKIT AKIBAT 

CORONA VIRUS DISEASE 2019. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud  dengan: 

1. Daerah adalah Kota Batu. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 

3. Walikota adalah Walikota Batu. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 

daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Perda.  

8. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

perubahan rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Perda.  

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

SKPD yang dipimpinnya. 

10. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah 

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi SKPD.  

11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan  

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

semua Daerah. 

12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat 

dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan 

kewajiban Daerah tersebut.  

13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
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pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan 

Daerah.  

14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah  

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan  

bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. 

15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari 

kas Daerah. 

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan 

untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 

disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan 

untuk penerbitan surat perintah pencairan dana 

atas Beban pengeluaran DPA SKPD. 

18. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat 

LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara 

pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar 

perjanjian kerja, surat tugas, danf atau surat 

perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat 

perintah membayar langsung. 

19. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 

disebut TU adalah tambahan uang muka                    

yang diberikan kepada bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 

untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan 

APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan 

batas waktu dalam 1 (satu) bulan. 

20. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya 

disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan 

untuk penerbitan surat perintah pencairan dana 

atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena 

kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS 

dan UP.  

21. Surat Perintah Membayar Langsung yang 

selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang 

digunakan untuk penerbitan surat perintah 

pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD 

kepada pihak ketiga. 

22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 

sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. 

23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi 

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 

(satu) periode anggaran. 

24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang bertugas 
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menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala 

Daerah dalam rangka penyusunan APBD. 

25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD 

yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 

daerah. 

26. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam 

kapasitas sebagai BUD. 

27. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan tugas BUD.  

28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang 

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari 

suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

29. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK 

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan pada SKPD. 

30. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang 

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 

uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD. 

31. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah pejabat yang diberi 

kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 

keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 

dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 

negara/anggaran belanja daerah. 

32. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang 

selanjutnya disebut Swakelola adalah cara 

memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri 

oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, 

Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain, 

organisasi kemasyarakatan, atau kelompok 

masyarakat. 

33. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk 

yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan 

arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana 

yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD 

dalam setiap periode.  

34. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 

disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
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diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah. 

35. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah 

prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik 

yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai 

pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam 

rangka meningkatkan keterbandingan laporan 

keuangan terhadap anggaran, antar periode 

maupun antar entitas.  

36. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian 

sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan 

dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi 

akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan 

pelaporan keuangan di lingkungan organisasi 

Pemerintahan Daerah. 

37. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang 

selanjutnya disebut Swakelola adalah cara 

memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri 

oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, 

organisasi kemasyarakatan, atau kelompok 

masyarakat. 

38. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang 

menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 

39. Bencana Nonalam adalah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor 

nonalam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis. 

40. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika 

ancaman bencana terjadi dan telah menggangu 

kehidupan dan penghidupan sekelompok 

orang/masyarakat. 

41. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut 

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan 

oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona 

Virus-2. 

42. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat  Kota 

Batu. 
 

BAB II 

PENETAPAN TANGGAP DARURAT 

 

Pasal 2 



 

Halaman 8 dari 11 hlm… 

 

  

(1) Pemerintah Daerah melakukan langkah antisipasi 

dan penanganan dampak penularan COVID-19. 

(2) Pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan 

APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak 

penularan COVID-19. 

 

Pasal 3 

 

Kepala Daerah menetapkan Status Tanggap Darurat 

Bencana Nonalam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus 

Disease 2019 dengan Keputusan Walikota. 

 

BAB III 

PEMBERIAN 

 

Pasal 4 
 

(1) Setelah ditetapkan Keputusan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, Kepala SKPD yang secara 

fungsional terkait menyusun Rencana Kebutuhan 

Belanja tanggap darurat. 

(2) Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

menjadi Kebutuhan tanggap darurat bencana 

nonalam Wabah Penyakit Akibat COVID-19 dengan 

Keputusan Walikota. 

(3) Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan 

kebutuhan tanggap darurat bencana nonalam 

Wabah Penyakit Akibat COVID-19 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara pararel. 

 

Pasal 5 
 

(1) Anggaran kebutuhan tanggap darurat bencana 

nonalam Wabah Penyakit Akibat COVID-19 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

dengan menggunakan belanja tidak terduga. 

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat 

dilakukan: 

a. penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan 

untuk pengutamaan penggunaan alokasi 

anggaran kegiatan tertentu (refocusing); 

b. perubahan alokasi anggaran; dan/atau 

c. memanfaatkan kas yang tersedia. 

(3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana 

nonalam Wabah Penyakit Akibat COVID-19 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 
 

(1) Pemanfaatan kas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf c, dari saldo anggaran yang 
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tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun 

anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota. 

(2) Pemanfaatan saldo anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD paling 

lama 1 (satu) bulan setelah penetapan Keputusan 

Walikota.   

 

BAB IV 

PENGADAAN BARANG/JASA 

 

Pasal 7 

 

(1) PA atau KPA SKPD yang secara fungsional terkait 

menetapkan kebutuhan barang/jasa.  

(2) PA atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk 

melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

(3) Pengadaan barang/jasa oleh PPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) melalui penyedia atau 

swakelola. 

 

Pasal 8 

 

Mekanisme pengadaan barang/jasa terkait tanggap 

darurat bencana nonalam Wabah Penyakit Akibat COVID-

19 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

BAB V  

PENATAUSAHAAN 

 

Pasal 9 
 

(1) Kepala SKPD yang secara fungsional terkait dengan 

antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-

19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk 

mengantisipasi dan menangani dampak penularan 

COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD 

selaku BUD.  

(2) PPKD selaku BUD mencairkan belanja tidak terduga 

kepada kepala SKPD yang secara fungsional terkait 

dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan 

COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak 

diterimanya rencana kebutuhan belanja atau 

Keputusan Penetapan Kebutuhan Tanggap Darurat. 

(3) Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak 

penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(4) Pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mekanisme 

TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran 

SKPD yang secara fungsional terkait.  
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(5) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum 

tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD 

yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan 

penanganan dampak penularan COVID-19.  
  

Pasal 10 

  

(1) PPKD mengajukan perubahan Peraturan Walikota 

tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja 

Daerah atas Kebutuhan tanggap darurat bencana 

nonalam Wabah Penyakit Akibat COVID-19. 

(2) Kebutuhan tanggap darurat bencana nonalam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan 

kepada Pimpinan DPRD untuk dituangkan dalam 

Perubahan APBD tahun berkenaan. 

 

BAB VI 

PERTANGGUNGJAWABAN 
 

Pasal 11 

 

(1) Kepala SKPD yang secara fungsional terkait 

bertanggung jawab secara fisik dan keuangan 

terhadap penggunaan dana kebutuhan Tanggap 

Darurat Bencana yang dikelolanya. 

(2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana 

kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan oleh kepala SKPD yang 

secara fungsional terkait kepada PPKD dengan 

melampirkan: 

a. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; 

atau 

b. surat pernyataan tanggung jawab belanja. 

 

BAB VII 

PELAPORAN 

 

Pasal 12 

 

Pelaporan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga 

untuk kegiatan tanggap darurat bencana nonalam 

Wabah Penyakit Akibat COVID-19 dilakukan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 13 

 

(1) Walikota wajib melakukan pembinaan dan 

pengawasan pengadaan barang/jasa dalam rangka 

percepatan penanganan tanggap darurat bencana 

nonalam Wabah Penyakit Akibat COVID-19 melalui 

APIP.  
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, dan 

pendampingan. 

(3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam rangka percepatan penanganan tanggap 

darurat bencana nonalam Wabah Penyakit Akibat 

COVID-19 dilaksanakan melalui kegiatan reviu. 

 

Pasal 14 

 

Pembinaan dan pengawasan penggunaan dana Belanja 

Tidak Terduga untuk kegiatan tanggap darurat bencana 

nonalam Wabah Penyakit Akibat COVID-19 dilakukan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 15 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 

Ditetapkan di Batu 

pada tanggal 23 Maret 2020 

 

WALIKOTA BATU, 

 

 

ttd 

 

 

DEWANTI RUMPOKO 

Diundangkan di Batu  

pada tanggal    23 Maret  2020  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

 

ttd 

 

 

ZADIM EFFISIENSI 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR  29/A 

 


